
 

Informasi 

Dasar Hukum 
Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik 

Jangka Waktu 
(disebutkan jangka waktunya) 

(berisi informasi (berisi  uraian  konsekuensi/pertimbangannya) 
tertentu yang 

akan 
Dibuka Ditutup 

dikecualikan) 
Permintaan Data Pribadi  
Anggota DPRD & ASN  

UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 8 
Ayat (1) Huruf (e)  

 

UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 

angka 22 

Menggangu kepentingan perlindungan 

hak 

Menyediakan data lengkap yang 

dilindungi dalam proses penegakan 

hukum 

Selama Berlaku 

Hasil Notulen Rapat 

Pimpinan, AKD & Pansus  

PP No. 12 Tahun 2018 Pasal 2 

Point 2 
Mengganggu kepentingan perlindungan 

hak 

Menyediakan data lengkap yang 

dilindungi dalam proses penegakan 

hukum 

Selama Berlaku 

Arsip Dinamis, Aktif & 

Inaktif yang berisikan :  

a. Dokumen 

Keuangan : 

 SPJ berikut 

lampirannya 

dokumen 

anggaran & 

otoritasnya 

 Surat 

pencairan 

anggaran 

 DPA 

b. Akta otentik 

yang bersifat 
pribadi & wasiat 

c. Memorandum / 

surat-surat 

penting yang 

perlu 

dirahasiakan 

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 

KIP (Keterbukaan Informasi 

Publik)  

 
UU No. 43 Tahun 2009 Tentang 

Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan 

Ayat (2) 
Menghambat proses penegakan hukum 

 

 

 

Menggangu kepentingan perlindungan 

hak 

 

Mengganggu proses pelaksanaan 

kegiatan 

Menyediakan data lengkap yang 

dilindungi dalam proses penegakan 

hukum 

 

Melindungi kepentingan kepemilikan 

pribadi 

 

Melancarkan proses kegiatan 

Selama Berlaku 

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA 


